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Menimbang

Mengingat

BUPATI I(ilNl{GAN

i a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

desa d; pehksanaan pembangu*3': pemerataan

pertumbJl:"L- "rrt". 
desa d*"r p*t ingkatan pelayanan

dasar *"8-p"ningkatan pemterd"y"3" masyarakat

desa, d;1" IJ"twi stimulan melalui Alokasi Dana

Desa {ADD);

b. bahwa sehubungan dengan ql* dilakukannya

perhitunJ"" ; ?orro*rt**i"Alokasi Dana Desa {ADD)

XaUupatin Katingan Tahun Anggaran- 
-'291q

sebagaimLa pedo**n Aiokasi Dana Desa (ADD) dari

Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah

Desa, perlu diatur dalam suatu peraturan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a

dan b ;";;; perlu ditetapkan dengan Peraturan

BuPati.

: l-. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AAZ tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara' Kabupaten

l,amandau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten

Pulang 
--Pio*, kabrrpaten l'i-uruog Raya dan

Kabupaten-e;*t"TilrrurdiProvinsiKalimantan
Tengah (Lembaran NgSara Republik Indonesia' Tahun

zxrJzNomor 1g, Tamb"G rc*uur*n Negara Republik

Ind.onesia Nomor a 18O);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang

Pemerintahan Daerah [Ixmbaran Negara-Repupllk

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L25 Tambahan

Lembaran Negara nepubtit Indonesia Nomor 44371

*eUagaiil*r,*-=Gf"f, diubah dengan- Undang-Undang

NomorSTahun2oo5t"''*speruuatranatasUndang.
undanJ il;; 32 Tahun zao+ tentang ?emerintahan
p.erati *"qi"ai unaangundang^{Lembaran Negara

Republik---iido"t"i*-6rt"tteooSNomor108'
Tambahan Lembaran 

-t**g** 
-Republik 

Indonesia

Nomor 
'?i+e), 

sebagaimaia telah diubah dengan

Unaang-Una;;S Nomor 1'2 Tahun 2OO8 tentang

perubahan kedua "tJ Undang*Uld*q {om1r 32

Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republi! I"d;;;ti; Tahun 2oo8 Nomor I
Tambahan [embaran---Gg*r" Republik Indonesia

Nomor a84$;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan a$tara Pemerintah Rrsat dan
pemerint*h*r, Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aa4 Nomor L26 Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor aa38l;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerad dan R"etribusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AAg Nomor L03' Tambahan

I,embaranNegaraRepubliklndonesiaNomorS0a9};

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AlL
ilo*n, 82, timnahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan

IrmbaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS};
7. Peratura.n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

nepirUtit Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a578h
g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2oosNomorl5STambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4548);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aa7 te*tang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupateni Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia iut rtt' 2OA7 Nomor 82, Tambahan

IxmbaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraTST|;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3

Tahun 2oo8 tentang Pembagian urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2OO8 Nomor O3);

!.1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11

Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di

Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2011 Nomor 1l');

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7
Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran ?91?" {Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun zOtZ Nomor 26);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2a0TtentangPed'omanUmumTataCaraPelaporan
dan eertaiggung Jawaban Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2OO9

tentang Perubahan Pertama Atas Perafiran Bupa!
Katingan No*u, 27 Tahun 2OOg tentang Petunjuk



h.;netapkan

MEMUTUSI{AN

PERATURAI{ BUPATI TENTAITG PEDOMAI{
PELAKSANAAIT DAI{ PENETAPAIT ATOKASI DAITA DESA
(ADDI DI I(ABUPATEII KATIIVGAN TAIIUN ANGGARAN
2(}13

BAB I
I{BTEIITUAT{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerarl dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dahry sistem dan
p*""ii, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
t945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah BuPati Katingan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah KabuPaten Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah

KabuPaten Katingan;

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa adalah Badan Pemberd ayaafi Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai

perangkat daerah;

8. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;

g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan

berada di daerah kabuPaten;

10. pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam system Pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia;

L2.F,adan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disebut BPD *a*urt lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan

ilemer]ntahan Desa sebagai Llnsur penyelenggaraall

Pemerintahan Desa;



L3. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan
kerja pelaksana Pemerintahan Desa;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut dengan APBD adalah suatu
r*n"ao" keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan
dtetapkan dengan Peraturan Daerah;

15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber
dari bagian dana perimbangan keuangall pusat dan
daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB N

MAKSI'D DAI{ TUJUAIS

Pasal2

Maksud, tduan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) :

(1.) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan
keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan
kepadaPemerintahDesayangberasaldariAPBD
Kabupaten Katingan untuk membiayai Program
Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan dan pemberd aiyaan masyarakat;

(2.1 T\rjuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :il 
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, Pembangunan
kemasyarakatan sesuai kewenan Sany a';

dan

lembagab. Meningkatkan kemampuan
kemasyarakatandidesadalamperencal}aaI.,
pelaksanaandanpengendalianpemlrangunan
secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

c. Meningkatkan penerimaan pendapatan'
kesempatan bekerja dan berusaha bagi

masyarakat d.esa;
d. Merrdorong peningfuatan swadaya dan gotong

royong masYarakat.

(3) Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
' a. Meningkatkan efektipitas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;
b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;

c. tvtenin[katnya tcoatitts pelayanan masyarakat;

d. tvtenin[katnya partisipatif dan pemberdayaan

masYarakat desa'

BAB III
AZAS YANG DIAISUT ADD

Pasal 3

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa yang

ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan

aza$meratadanadil.Yangdimaksudkanazasmerata
dan adil adalah :



- Azas merata adalah bagian Alokasi Dana Desa
(ADD) yang besarnya dibagi berdasarkan kondisi
setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana
Desa Minimum (ADDM);

- Az,as adil adalah bagian Aiokasi Dana Desa (ADD)
yang besarnya dibagi secara proporsional untuk
setiap Desa berdasarkan beberapa nilai Bobot
Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus
berdasarkan beberapa Variabel yaitu kemiskinan,
pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan,
jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi
dan jumlah dusun, selanjutnya disebut Alokasi
Dana Desa Proporsional (ADDP).

t2) Berdasarkan kedua azas tersebut diatas maka
besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2
(dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal
(ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

BAB IV

PETX}MAN PELIIKSANAAil DATT PEr{ErrAPA$
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman
pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa {ADD}
Tahun Anggaran 2OL3 sebagaimana termuat dalam
lampiran I (satu) dan lampiran II (dua) Peraturan Bupati
yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa

{ADD} Tahun Anggaran 2013 digunakan oleh pemerintah
desa dalam rangka pelaksanaan Program Desa
Membangun (PDM) yang menggunakan sumber
pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD)"

Pasal 6

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2AI3 yang diarahkan bagi
kegiatan pembangunan dipergunakan sesuai dengan
,.rsulat dan hasil keputusan rapat di tingkat desa yang
bersangkutan.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan fisik dapat
digUnakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat
kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar
desa pada beberaPa kecamatan.

Pasa] I
tr{ll Kerjasama arjlar desa dalam satu kecamatan atau

antar desa pada beberapa kecamatan periu dibuat
Memorandum of Understanding (MoU) yang
selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama
serta dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan, yang



selanjutnya bertanggungiawab terhadap pelaksanaan
kegiatan.

UPt Desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan
menyerahkan langsung dana program pembangunan
fisik desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana
Operasional TPPK Desanya, dapat dialihkan
pengglrnaannya untuk membiayai kegiatan lainnya di
desa yang ditunjuk.

Pasal 9

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh
penerimaan potongan dan paiak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang Undangan.

Pasal 1O

Dalam rangka menuqiang keberhasilan peningkatan
pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wqiib
memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah
Desa untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara.

BAB V

PIN&"TAPAI{ ALOKASI DANA DESA

Pasal 11"

(1) Alokasi Dana Desa dibagi secara proporsional kepada
setiap Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa untuk 154

(seratus lima puluh empat) desa di Kabupaten
katingan pada Tahun Anggaran 2Afi sebesar Rp'
17.6Ob.OO0.OOO,- (tujuh belas milyar enam ratus juta
rupiah) tetapi yang dapat diserap berdasarkan
formulasi perhitungan yang telah dilakukan hanya
sebesar np. t2.S09.300.000,- (tujuh belas milyar lima
ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu
rupiah) yang pembagiannya untuk masing - masing
Desa tertuang dalam lampiran II (dua) Peraturan
Bupati ini;

(21 Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa

Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa
Proporsionat (ADDP), dimana untuk ADDM sebesar
Rp. 5.869.200.000,- {lima milyar delapan ratus enam
p,rt rft sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan
Lntuk ADDP sebesar Rp. 11.?3O.1OO'OOO,- (sebelas

milyartqiuhratustigapuluhjutaseratusribu
rupiah) dari total ADD secara keseluruhan'

BAB VI

PERIIITUITGAIT AI,OI(ASI DANA DESA

Pasal 12

(1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing

masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus
yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan



keadilan serta potensi desa dengan rumus - rumus
sebagai berikut :

1. Rumus Alokasi Dana Desa (ADDx) Tahun
Anggaran 2At3 yaitu sebagai berikut :

ADDx= ADDM* + ADDP,

Keterangan:

ADD* = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDM* = Alokasi Dana Desa Minimal yang

diterima Desa x
: Alokasi Dana Desa Proporsional

unttrk Desa x
= Desa

Rumus untuk menentukan pembagian dana
proporsional yaitu sebagai berikut :

ADDP* = Klaslfikasi Desa {A, B atau Cl

ADDPX

x
2.

Keterangan :

Klasifikasi Desa A =
Klasifikasi Desa B =
Klasifikasi Desa C =

Rp. 73.4OO.0OO,-
Rp.61.OOO.OOO,-
Rp. 45.500.OO0,-

3. Klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk yaitu
sebagai berikut :

, Klasifikasi Desa A yaitu jumlah penduduknya
1OO1 jiwa keatas

. Kalsilikasi Desa B yaitu jumlah penduduknya
501 - 10OO jiwa

. Kalsifikasi Desa C yaitu jumlah penduduknya 0
- 5OO jiwa

Klasifikasi desa berdasarkan Keputusan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor:188.44/443/20ll
tentang Penetapan Status Desa Sangat Tertinggal,
Tertinggal dan Maju Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011. Besarnya ADDP untrrk klasifikasi desa,

disesuaikan dengan jumlah dana yaitu 66,70/0 (enam
puluh enam koma tujuh persen) dari total Alokasi
Dana Desa.

(2) Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
masing - masing d'esa yang hesarnya pada tiap desa
,"*rai dengan klasilikasi Desa secara proporsional,
tertuang dalam lampiran II (dua) Peraturan Bupati
ini.

BAB VII
KBTENTUAIT PERALIHAIT

Pasal 13



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2Ol2 dan Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2Al2 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Di
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di
undangkan, agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1B Macet 2073

BUPhTI I(ATINGAN,

\'l,\rWw4/
DTIWEL RAWING

Diundangkandi Kasongan
Pada tanggat 18 tvrare{ 2Ol3

PLT. SEKRSIARIS DAERAH
I{ABUPATEN I(ATINGAN,

Drs. H. JAINIIDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR : 99



LAIIIPIRAN I :PERATURAIT BT,PATI

NOMOR

TAI{GGAL

TEITTANG

L- TAIIUIT 2013
18 t'eare[ zOLg

PEDOMAI{ PELIIITSANAAIV DAIT PEIYETAPAN
AT,oKASI DA}{A DESA {ADD) DI I{ABUPATEI|
I(ATIT{GAII TAHUN ANGGARAIT 2013

PEITDAIIULUAIT

A. L*tar Belakang

Salah satu isu yang sangat mendasar dalam upaya
pemberd ayaan masyarakat desa di Kabupaten Katirlgan yaitu cukup
iirrgginy, angka jumlah penduduk. Dalam upaya penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Katingan, telah ditetapkan 3 (tiga) strategi,
yaitu:
1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin;
2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan usaha

ekonomi produktif; dan
O. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan

pelatihan/kursus dan magang yang berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut
di atas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat memegang peranan
yang sangat penting. Terkait dengan pelaksanaan proglam
pembera ayaan masyarakat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
llo*o. 72 Tahun 2OO5 tentang desa yang dijabarkan lebih lanjut
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor '. L4O|64O/SJ
t rrsg"t 22 Maret 2005 perihal Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor : L431161/PMD tentang Alokasi Dana
Desa Bagi Pengembangan Perpustakaan Desa di Seluruh Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di
atas butir 4,b ayat 1, menyatakan bahwa sumber Alokasi Dana Desa

yaitu dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan
Pusat yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Untuk pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan melalui
program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Katingan, maka

iraaa tahun 2013 mengalokasikan dana desa yang cukup besar yang

iertuang dalam Program Desa Membangun (PDM) yang tersebar pada

L3 Kecamatan dan 154 desa di Kabupaten Katingan'

B. ?qiuan
Penetapan kebijakan pembangunan melalui Program Desa

Membangu" ipOU) dengan pembiayaan yang bersumber dari Aiokasi
Dana Dela (ADD),' Uait aafam bentuk bantuan desa maupun dalam

bentuk dana alokasi langsung dengan memperhatikan faktor
kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan ketedangkauan serta
ketersediaan infrastruktur dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai
dan melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dan

pemberd ay aan masYarakat;
ildemberikan motivasi swadaya dart gotong-royong masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan desa;
Mengembangkan prakarsa dan inisiatif pemerintah desa bersama

masyarakat untuk membangun desa;

2.

3.



Meningkatkan dan mengefektilkan peranan lembaga
kemasyarakatan sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan desa;
Mengembangkan sektor-sektor yang produktif berskala desa dan
mendukung peningkatan trsaha masyarakat desa sehingga
memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan guna
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara merata;
Membangun budaya gemar membaca melalui perpustakaan desa.

SI'IYIBER' DAI| ALOITASI DAITA

A. Sumher Dara

Sumber dana untuk
dalam bentuk bantuan desa
berikut:
1. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima

Kabupaten Katingan.
oleh Pemerintah

B. Alokasi Dana

a. Dalam mengalokasikan dana desa, dihitung dengan prosentase
33,5o/o {tiga puluh tiga koma lima persen} yang dialokasi
berdasarkan kondisi setiap desa, sedangkan 66,50lo (enam puluh
enam koma lima persen) lagi berupa dana tambahan bagi desa yang
dihitung dan dikaitkan dengan faktor pendidikan, kesehatan,
kemiskinan, keterjanglauan jumlah penduduk, luas wilayah dan
tingkat kesehatan, transportasi/komunikasi serta partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dengan demikian
mr.sing-masing desa akafi menerima dana dengan jumlah yang
berbeda/tidak sama;

b. Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap-tiap desa yang ada
di Kabupaten Katingan, seperti terdapat pada lampiran II.

III. PENGGUIYAAN DAITA DESA

Dari jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing
desa, digunakan oleh pemerintah desa untuk pembiayaan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan desa yang peruntukannya sebagai

berikut:
L. Untuk Belanja Operasional Aparatur Desa dan HonorariumlGaji

lainnya dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Operasioanl Desa, Biaya Operasional BPD, Biaya Operasional
pKK, Biaya Operasional TPPK, Biaya Operasional Posyandu dan
Biaya Operasional Perpustakaan Desa dengan perincian sebagai

berikut:
1) Biaya operasional Desa sebesar Rp. 7.500.000,-
Zi eiaya Operasional BPD sebesar Rp. 3.15O.OOO,-

Si eiaya Operasional PKK sebesar Rp. 7.OOO.0OO,-

al Biiyaoperasional TPPK PDM sebesar Rp. 1.250.OO0,-

Si giaya Operasional Perpustakaan Desa sebesar Rp. 1.9OO.OOO,-

b. Untuk kesejahteraarL Kepala Desa, Aparatur Desa dan Pengelola
perpustakaan Desa, diberikan honorariumi gaji yaitu sebagai

berikut:

4.

5.

6.

Program Desa Membangun (PDM) baik
mallpun alokasi langsung yakni sebagai



;

1) Kepala Desa sebesar Rp' 85O-OOO,-/bulan
2) Sekretaris Desa sebesar Rp- 7OO-0OO,-/bulan
3) Kepala Urusan masing-masing sebesar Rp. 6O0.OA0,-/bulan
4) Pengelola Perpustakaan Desa sebesar Rp. 600"000,-/bulan

c. Penyetaraan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah/luar
daerah bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua PKK, Sekretaris Desa,
Anggota BPD, Perangkat Desa dan Anggota PKK, agar berpedoman
kepada Peraturan Bupati Katingan Nomor 5O Tahun 2AA9 tentang
Petunjuk Perjalanan Dinas, yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua PKK, braya perjalanan
dinasnya digolongkan dalam Tingkat D atau setara dengan PNS
Golongan III dengan perincian sebagaimana lampiran IV dan V;

2) Sekretaris Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa dan Anggota PKK,
biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam Tingkat E atau
setara dengan PNS Golongan II dengan perincian sebagaimana
lampiran IV dan V.

d. Bagi Aparat Desa yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa,
honorarium/ Sdi yangjadi haknya adalah honorarium/ gaji sebagai
Penjabat Kepa1a Desa. Pagu angga.ran yang ditujukan untuk
honorarium/Sdi yang bersangkutan sebagai aparat desa selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, dapat digunakan atau
dialihkan untuk pembiayaan kegiatan desa lainnya-

2. Untuk belanja publik yarng meliputi :

a. Program saralta air bersih dan penyehatan lingkungan {sumur dan
MCK);
Program penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan Pendidikan Dasar dan kesehatan masyarakat;
Pengadaan pembangUnan infrastruktur pedesaan seperti sarana
jalan perhubungan, Sarana produksi, sarana air bersih, sarana MCK
dan prasarar;La sosial desa lainnya;
Pengembangan perpustakaan desa;
Kegiatan lain yang diangkap menyentuh langsung terhadap
kebutuhan masyarakat.

CAKUPAN KEGIATAIV

Dalam pelaksanaan Program Desa Membangun (PDM) berupa
kegiatan fisik sarana dan prasarana desa yang diperlukan, hanrrs sesuai
dengan hasil musyawarah desa dilaksanakan oleh masyarakat, baik
dengan sistem upahlgEi maupun secara swadaya dan gotong-royong.

BATASAIT KE|EIATAIU

Ada beberapa hal yang menjadi batasan dalam penggunaan dana Program
Desa Membangun (PDM), Yaitu :

1. Dalam penggunaErn dana Program Desa Membangun (PDM), tidak
diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membangun yang bersifat prestise, arttara lain seperti tugu desa,
pemugaran tempat keramat dan gapura desa;

U. ivtembangun pada tanah bukan milik desa, kecuali telah dihibahkan
{dilengkapi denga surat keterangan hibah);

c. Tumpang tindii dengan proyek/kegiatan lain seperti Program PKK,

P2DTK, PzP, Y2LDT dan lain-lain;
d. Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa;

b.
c.
d.

e.
f.

TII.

v.



Membeli tanah untuk lokasi kuburan;
MembangUn yang bersifat menguntungkan perorangan, kelompok
atau golongan;

g. Pengadaan alat transPortasi.

2. Sesuai data pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Katingan tahun 2OL2, desa yang dapat menggunakan Alokasi Dana
Desa (ADD) untuk pengembangan perpustakaan desa, seperti terdapat
pada lampiran III.

VI. TAIIAPAN KBGIATAIT

Program Desa Membangun Tahun Anggaran 2Ot3 dibagi dalam
beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

L. Dana PDM yang langsung diterima desa yaitu :

a. Untuk biaya PDM yang langsung diterima desa melalui APBDes
d.engan cara mengqiukan rencana pengeluaran desa berdasarkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan
tepaaa Bupati Katingan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan (contoh format
terlamPir);

b. Unflrk honor/gaji Kepala Desa dan perangkatnya, diajukan per
semester (enam bulan sekali) dengan beban LS.

2. Dana PDM untuk kegiatan fisik dilaksanakan dalam tahapan-tahapan
sebagai berikut :

a. Tahapan Pertama

L) Desa membentuk Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan (TPPK)

melalui mLrsyawarah desa dan dipilih dari anggota masyarakat
baik laki-laki maupun perempuan yang dipandang memiliki
kemampuan dan dedikasi dalam memajukan desa, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam hal kerjasama antar
desi desa-desa yang melaksanakan kerjasama membentuk
Bad.an Kerjasama Antar Desa melalui musyawarah yang
difasilitasi otefr Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan
dipilih dari unsur kecarnatan atau desa baik laki-laki maupun
perempuan yang dipandang memiliki kemampuan dan dedikasi,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

2) Susunan pengurus TPPK Desa terdiri dari :

a) Ketua;
b) Sekretaris merangkaP anggota;
c) Bendahara;
d) Anggota sebanyak 4 (empat) orang'

Sedangkan Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa

terdiri dari :

a) Ketua;
b) Wakil Ketua
c) Sekretaris merangkaP anggota;
d) Bendahara;
e) Anggota sebanyak 8 (delapan) orang'

3) Kriteria memilih TPPK Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa
yaitu:
It Berkemampuall membaca, menulis dan bersemangat;

e.
f.



b.

b)Bersediamencurahkanwaktudanperhatian.dalam
melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang disepakati

dalam musYawarah;
c) Jujur dan berdedikasi ti'gg';
at Ufi*pu berkomunikasi dengan baik;
e) gertanggungiaw;b penuh atas realisasi keuangan dan

pelaksan""ri t.gl "tui di lapangan sampai selesainya laporan

pertanggungiawaban;
f) Kepala peL dan Ketua BPD beserta Aparatnya tidak
,diperkenankanmenjadianggotadanatauKetuaTPPK.

Tatrapan Kedua

1) Perencanaan Kegiatan

a}TPPKDesamenjaringaspirasi.kelompok-kelompok
masyarakat dan *.nt trltasikannya sebagai bahan untuk

menyusun2(dua)atau3(tisa}rencanakegiatan.prioritas
yang akan- ai4ut<an dl* musyawarah desa (format I

ierlimpirl sedan-gkan Badan Kerjasama Antar Desa men,rusun

rencana k"gti; dalam bentuk proposal lengkap dengan

rencana *is;"" biaya untuk selanjutnya diajukan. kepada

Bupati K;E;; cq. 
"Badan pemberdayaan Masyarakat dan

pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja

KabuPaten Katingan;
b) Hasil *""y"*#"n _desa dibuatkan Berita Acara dan

dituangkandalamKeputusanKepalaDesa'kemudian
diajukan L k to*pok kerja di kecamatan (format II, uI, IV
dan V terlamPir);

c) pokja X""ami.ta, meneliti dan memverifikasi rencana kegiatan

desa(PokjaKecamatandiketahuiolehCamatdengan
artggotanyaterd.iridariunsurdinas/instansiterkaityangada
dikecam"t*rr,tokohmasyarakat'LSYdanPerwakilanDesa
yang aituniu[ oleh desa y"t'g ditetapkan dengan Keputusan

Camat);
d) Hasil verifikasi Po\ia Kecamatan mengenai usulan kegiatan

desa yrd;r"k ""Lf. 
dilaksanakan diajukan kepada Bupati

Katingan Cq' Badan - Pemberdayaan Masyarakat dan

PemerintahanDesaKabupatenxatingandanatauPokja
Kabupaten untuk mendapaipesetujuan dan permintaan dana

pDM a""S* ;i"mpirf.i'n formulir verifikasi usulan (format

terlamPir);
e) Badan p[mberd ayaarr -Masyarakt .q"t', Pemerintahan Desa

Kabupaten-r"tirr!"" dan Ltau Pokja Kabupaten -Katingan
meneliti dan memverifikasi ulang dokumen usulan yang

diajukan.

2) Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan-- IDM yang diserahkan

pelaksan"J;;;- k"paaa .eJaan Kerjasama Antar Desa' tidak

terlepas dari tanggung jawab Badan Kerjasam" fl!* Desa'

sedangkan dalam pelaksaflaaIl kegiatan PDM yang dilaksanakan

oleh desa tia"r., tiaak terlepas dari tanggung jawab.Kepala Desa

bersama a""g; TPPK Desa serta masyarakat pada umumllya

sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-

masing Yaitu sebagai berikut :

a) T\rgas dan fungsi KePala Desa



(1 .) Menyebar luaskan informasi melalui spanduk/papan
pengumumall desa tentang PDM kepada masyarakat
sebelum TPPK Desa dibentuk;
Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa untuk
membentuk TPPK Desa;

{2.)

b)

(3.) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam men)rusun
rencana kegiatan desa;

(4.) Membantu TPPK Desa dalam menJrusun perincian
rencana kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan serta
membantu membuat dokumen-dokumen pelaksanaan
kegiatan dan dokumen perincian dana;

(5.) tVtembina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan
PDM;

{6.) Menangani pengaduan masyarakat;
iZ.l Bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran

sebagai akibat dari pengeluaran keuangan desa'

Fungsi dan tugas BPD
(1.) Membantu mensosialisasi kegiatan PDM kepada

masyarakat;
(2.1 Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PDM

sesuai dengan rencana kegiatan;
(3.) Memberikan masukan dan saran tentang pelaksanaan

PDM, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal;

t4.) Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan
PDM;

(5.) Menangani pengaduan masyarakat.

Fungsi dan tugas TPPK Desa
(1.) Melakukan penyebaran infonnasi kepada seluruh

masyarakat tentang setiap tahapan kegiatan PDM

melalui papan Pengumuman;
l2.l Menjaring 

- apiiasi masyarakat dengan melaksanakanI p"rgg"li"t g"g*u^, pada tingkat dusun/kelompok
masyarakat Pemanfaat;

(3.) TPPK Desa men]rusun 2 (dua) atau 3(tiga) draf rencana

kegiatan prioritas dan diqiukan dalam musyawarah desa
(Musrenbang Desa);

(4.) ivlenyediakai data, informasi mengenai PDM seperti
peur*njuk pelaksanaan, Keprrtusa$ Bupati Katingan
ientang Alokasi Dana Desa (ADD) PDM serta informasi
kemajuan kegiatan PDM;

(5.) Oengan dibantu Kepala Desa dan BPD men)rusun jadwal

kegiitan, membuat rencana kegiatan d*lP.rgkoordinir
misyarakat dalam pelaksanaan kegiatan lDlut;

(6.) Melaksanakan kegiatan pembangunan dan memelihara
sarana dan prasarana desa bersama-sama dengan

masyarakat;
lZ.) Oenian ditantu Kepala Desa membuat dokumen

pehfsanaan dan mengajukan dokumen pencairan da'a;
(s.)'nrengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi drl"ry

pelafsanaan kegiatan untuk dibahas pada musyawarah
desa;

(9.) Melakukan administrasi keuangan;
( t ti.1 ur"ttangani pengaduan masyarakat;
(tt.i rr""yo".rtt d*tt menyampaikan laporan perkembangan
' ' d*rr"kemujuan pelaksanaan pekeq,aan setelah diperiksa

dan diketahui Lleh Xepala Desa dan Camat setempat

kepadaBupatiKatinganCq.BadanPemberdayaan

c)



Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan
dan atau Pokja KabuPaten-

d) Fungsi dan tugas Badan Kerjasama Antar Desa
(1) -Melakukan penyebaran informasi kepada seluruh

masyarakat tentang setiap tahapan kegiatan PDM
melalui Papan Pengumuman;

tzl Menyediakan data informasi mengenai PDM seperti
petr.rnjuk pelaksanaan, Keputusan Bupati Katingan
tentang Atokasi Dana Desa (ADD) PDM serta informasi
kemajuan kegiatan PDM;

t3) Men]rusun 3aaw* kegiatan, membr.rat rencalla kegiatan
dan mengkoordinir masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan PDM;

(41 Membuat dokumen Pelaksanaan
dokumen Pencairan dana;

(5) Mengidentifikasi masalah-masalah
pelaksanaan kegiatan;

(6) Melakukan administrasi keuangan;
(7) Menangani pengaduan masyarakat;
iai Menyusun d.an menyampaikan laporan perkembangall

dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati
Katingan cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemeiintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja

KabuPaten.

Pembinaan dan Pengawasan

a) Pembinaan pelaksanaan kegiatan secara fungsional dilakukan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan
Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten, dibantu
oleh Camat lokasi pelaksanaan kegiatan;

b) Pengawasan pelaksanaan fisik dan keuangan PDM diiakukan
oleh:
(1.) Inspektur Kabupaten Katingan;
iZ.i Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa KabuPaten Katingan;
(3.) Camat dan Pokj a Kecatttatan;
(4.) BPD serta Tokoh Masyarakat setempat;

Pelaporan

a) Dana PDM yarrg langsung diterima desa
Alokasi Dana dru* yat gl.rrgsung diterima oleh desa melalui
rekening desa wajib dilaporkan pada tiap tahun allggaran dan

disampiikan p*a* Bupati Katingan Cq. Kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten K*ti.,g"r, yang tembusannya disampaikan lep1da
Inspektorat Kaiupat"t Katingan . dan Kepala Bagian
Perbendah araata Setda Kabupaten Katingan'

b) Dana yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan fisik
' Mehplrkin kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara

bertahaP Yaitu :

(1.) Tahap Pertama
Pelaporan Tahap Pettama dilakukan setelah pienyerapal]

keuangan 65% untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa;

(2.1 TahaP Kedua
Pelaporan Tahap Kedua dilakukan setelah penyerapan

keuangan 1O0% untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa.

dan menga,jukan

yang terjadi dalam

3)

4l



pelaksanaan dilakukan secara bedenjang, disampaikan kepada

Bupati Katingan cq. Badan Pemberdayaan llasyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Po$a

Kabupaten Katingan setelah diketahui oleh camat setempat'

Laporan dibuat rangkap 5 (tima)- dengan rincian masing-m"fits'
Asli ""t*r. 

rupaui ratingan dengan tembusan disampaikan

kepada Inspektorat Ka6upaten Katingan' 
-Kep41 

Badan

Pemberd*y*r, Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Katingan,"Camat dln Kepala Desa {laporan dibuat pada saat

*"rrg.ffi.r, spp tahap 
^berikutny4 y*e sekaligus menjadi

salah satu persyaratan yang dilampirkan'

PROSES PENCAIRAI{ DAITA PROGRAM DESA MEMBAIYGUIT

Proses pencairan dana PDM baik program bantuan desa maupun

kegiatan p"*uu.,.g,,',,', lailn.va yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa

eonr Kabupaten ftatirrg.n Tahun-2o 13 adalah sebagai berikut :

1. Dana yang diterima langsung

untuk permintaan dana bantuan langsung LOOo/o berupa biaya

operasional, Kepala Desa mengajuku.rr_p.t*intian dana yang diketahui

Camat .rrt rt--aiei.rk"tt tJp"aa Blupati Katingan yang diteliti

kelengkapan terkal mehlui badan Pemberdayaarl Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan untuk diproses sesuai

mekanisme yang berlaku melalui Bagian Perbendah araarl sekretariat

Daerah Kabupaien Katingan setelah literbitkan Surat Rekomcndast

yang ditanda- iangani ofJl 
- 
Kepala Badan Pemberd ayaa,, Masyarakat

dan pemerintJan" Desa Kabupaten Katingan atau yang mewakili atas

t"*"KepalaDinasdenganlampiransebagaiberikut:
a. Surat Pengantar dari Camat;
b. Surat Perriohonan Permintaan Dana Operasional;

c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK);

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

e. Peraturan Desa ientang Pengelolaan Keuangan Desa;

f. Fotocopi Nomor rekening desa di BPK setempat;

g. surat f(eputusan Kepala Desa tentang PJAK dan PJOK Desa;

h. Kwitansi tanda terima bermeterai (tanda bukti pembayaran yang

svah):
i. fotot opi KTP Kepala Desa, PJOK dan PJAK Desa;

j. untuk honorarium aparatur Desa, dibayar dalam 2 {dua} tahap

yaitu "r*""* 
i ti"t rr"ti sampai dengan Juni) dan semester II (Juli

"sampai dengan Disember) dengan melengkapi :

1) SLmesteil (enam bulan), antasalain :

a) Kwitansi NCR ber#eterai yang tanda terimanya ditanda

tangani oleh PJAK dan setujui oleh Kepala Desa;

b) DafLr tanda terima ditanda tangani oleh Aparatur Desa yang

diketahui oleh KePala Desa'

2) Semester II (enam bylan), antara lain :

a}KwitansiNCRbermeteraiyangtandatenmanyaditanda
tanganiolehPJAKdansetujuiolehKepalaDesa;

b) Daf; tanda terima ditand; tangani oleh Aparatur Desa yang

diketahui oleh KePala Desa'

2. Permintaan dana untuk kegiatan lisik yang dikelola oleh desa

Ketua TPPK Desa mengajukan perrnoLor* permintaan dana yang

diketahui olek Kepala Desa d"t g.tt-"t'rat Pengantar dari Camat untuk

di4iukan kepada Bupati f"ti]re"" melalui Badan Pemberdayaart

Masyarakat dan Pemerintahan Deia Kabupaten Katingan untuk diteliti



kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan Surat Rekomertdasl
yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau yang mewakili atas
nama Kepala Dinas, yang meminta Bagran Perbendaharaan Sekretariat
Daerah Kabupaten Katingan untuk menerbitlan SPM dan SP2D. surat
Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemenntahan Desa Kabupaten Katingan yang dibenkan kepada

setiap d.esa untuk mengltsulkan peycairan s-ebagai bukti. syah atas
tiririgtapan berkas dan- sebagai bgkti turLrt bertanggrr,1g jawab atas

pemblnai,n, pengendalian dan pelaporan kegiatan desa.

Pencairan dana dilakukan $ecara bertahap, yaitu Tahap Pertama

sebesar 65% dan Tahap Kedua sebesar 35o/o, setelah melalui tahapan-

tahapan perencan""n &"r, evaluasi yang telah ditetapkan -oleh Bupati

x"ti"s"", maka desa membuat usulan permintaan dana untuk
kegiaLn lisik sesuai tahapan dengan melampirkan :

a. Tahap Pertama (65%), antara lain :

1) Surat Pengantar dari Camat;
2i Ceklis kelengkapan berkas dari Po$a kecamatan;
3, Surat Permolonan Pencairan Dana Kegiatan Fisik PDM Tahap I;

4) Berita Acara rapat pembentukan pengurus TPPK Desa berserta

daftar hadir;
5) Keputusan Kepala Desa tentang Susunan pengurus TPPK Desa;

6i gerita Acara rapat musyawarah perencanaan pembangunan

desa berserta daftar hadir;
7l Keputusan Kepala Desa tentang kegiatan yang telah disepakati

berdasarkan hasil raPat desa;
8) Daftar usulan kegiatan PDM;
gi Rencana Anggaran Biaya 1RAB) dan gambar rencana kegiatan

fisik;
10) surat Keputusan Bupati Katingan tentang Lokasi D":3 penerima

dana kegiatan lisik PDM dari Alokasi Dana Desa (ADD);

11) FotocoplR"k"ning TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM

Alokasi Dana DJsa (ADD) atas n€una Ketua dan Bendahara
TPPK;

12) Fotokopi KTP Kefua TPPK dan Bendahara TPPK;

13) Fotokopi NPWP Desa;
14) Lain-lain yang dianggap perlu.

b. Tahap Kedua (35%), antaralain :

U Surat Pengantar dari Camat;
2i Surat permohonan Pencairan Dana Kegiatan Fisik PDM Tahap II;

3) Laporan kemajuan Pekerjaan;
4l Berita Acara kemajuan pekerjaan;
5) Berita Acara pemeriksaan pekerjaan;
6i Fotocopi Rekining TPPK DLsa penerima dana kegiatan fisik PDM' 

Alokasi Dana Desa (ADD) atas narna Ketua dan Bendahara
TPPK;

7l Surat Pernyataan TanggUng Jawab Ketua TPPK Desa di atas
materai 6OOO;

S) LPj kegiatan tahaP I;
9i fwitarisi pembayaran yang tanda terimanya ditanda tangani

oleh Bendahara dan disetqjui oleh Ketua TPPK;

1O) Foto kegiatan;
1U Lain-lain yang dipandang perlu.

Permintaan dana untuk kegiatan lisik yang dikelola oleh Badan

Kerjasama Antar Desa
3.



kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan surolt Rekomcndd"st

yang ditanda tarrga,,i ol:!,Kepala Badan PemberdayaarL Masyarakat

dan pemerintafrd Desa Kabupaten Katingan atau ya'.g mewakili atas

narna Kepala Dil;t;g *"*i"l; n"gi"n- lerbendaharaan 
Sekretariat

Daerah Kabupaten Katingan ,r"irt me"nerbitkan SPM dan SP2D' surat

Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan pemerintahari Desa Kabupaten Katingan yang diberikan kepada

setiap desa ,.rt,ft L""g"""ttan pencairan ":biq"]-l*,:'1 "'**
kelengkapan uert rs dan seoagai bukti turut bertanggung jawab atas

pembina*rr, p"rrg""a*fi"" dan fehporan kegiatan desa'

Pencairandanadilakukansecarabertahap,yaituTl!"F.Pertama
sebesar 650/o danTahap Kedua sebesar 35o/o' setelah melalui tahapan-

tahapan p*r"rr"rrr;; a"r """rr"J-r""g 
telah ditetapkan oleh Bupati

Katingan, matl ;;;t membuat L*ut"t' permintaan dana untuk

ilgi;t"" {isik sesuai tahapan dengan melampirkan :

a. Tahap Pertama (650lo), "1t"" lain :

U Surat Pengantar dari Camat;

;i Ceklis kefngtapanterkas dari Pokja kecamatan;

A) Surat permJhorian Pencri;;brta-Kegiatan Fisik PDM Tahap I;

4l Berita A;;;;tat pembentukan pengurus TPPK Desa berserta

daftar hadir;
5) Keputusan Kepala Desa tentang Susunan pengums TPPK Desa;

6) Berita Acara rapat *.rry**#uh perencanaan pembangunan

desa berserta daftar hadir;
7l Keputusan Kepa$ De"a Tentang kegiatan yang telah disepakati
' beidasarkan hasil raPat desa;

8) Daftar usulan kegiatal PDM;

9) R"rrcttJilg*;; Biaya tnegt dan gambar rencana kegiatan

fisik; . , -- t ^r-^^i haoo n
10) Surat Keputusan Fry! Katingan tqt*t'g Lokasi Desa penenma

dana t"Ji"t"" n*if. piOruf aari dtotasi Dana Desa (ADD);

11) Fotocopin"r."ring TppK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM

AlokasiDanaDesa(ADD)atasnalnaKetuadanBendahara
TPPK;

12) Fotokopi KTP Ketua TPPK dan Bendahara TPPK;

13) FotokoPi NPWP Desa;

f+i r,ain-f*itt y"ttg dianggap perlu'

b. Tahap Kedua (35o/o), antat3t lain :

1) Surat Pengantar dari Camat;
2) Surat Perriohonan Penctffi Dana Kegiatan Fisik PDM Tahap II;

3i LaPoran kemajuan Pekerjaan;
4i nerita Acara kemajuan Pekedaan;
si Berita Acara peme{!s1111Pekerja111-^
6)Fotocopin*t..i,,gTPPKDesapenerimadanakegiatanfisikPDM

AlokasiDanaDesa(ADD}atasnamaKetuadanBendahara

8) LPj kegiatan tahap I; , r _ r^-.!*^_-.a ,{*onr{a rnnr
9)Kwitansipembayaranyangtandaterimanyaditandatangant'!olehBendaharadanAlsetqluiolehKetuaTPPK;

1O) Foto kegiatan;
I ri min-tain yang dipandang perlu'

B. permintaan dana untuk kegiatan fisik yang dikelola oleh

Kerjasama Antar Desa

Tanggung Jawab Ketua' TPPK Desa di atasTPPK;
7l Surat PernYataan

materai 6OOO;

Badan



beserta bukti-bukti yang syah dan. J'g* surat pernyataan

tanggungjawab 
- f."p"f" a!:l . atas pelakgl:aan kegiatan yang

disampaikankepadaBupatiK.a'tinganrnelaluiBagianPerbendahataafl
SekretariatDaerahKabupaten-Katingany?"gsebelumnyatelah
diperiksa ar, aiuerilikasi of"ft g"d"" p""*U"iaty""t' Masyarakat dan

pJ*"Attt ftan Desa Kabupaten Katingan'

a. T\-rgas dan fungsi Aparatur Desa arftara lain :

1) Aparatu, 
^s"".' 

sebagai 
"p"r"r.-""" 

kegiatan merurusun dan

menyampaikan laporan- pt'ttnggung jawaban kegiatan beserta

bukti-buf.A V""g syah *""ttfr dengan ketentuan laporan

keuangan yang telah aittopft"t' F n:d; Bupati Katingan-melalui

Bagian p"JU"r,?*naraan Set<retariaf Daerah Kabupaten Katingan

yangaar,***",t."p"d'n*a"''p"*berdayaanMasyarakatdan
pemerintaha, Desa rauupaien Katingan setelah sebelumnya

diperiksa dan diketahui oleh Camat'

b.T\rgasdanfungsi-BadanPemberdayaaflMasyarakatdan
Pemerintahan pesi Kabupaten Katingan antara lain :

1) Memerik*; 
-f."*U"fi L"fr"g["p"i laporan dan mencocokkan

bukti-bu*r r** syah p"t'gel"r9 ."q" kegiatan;

2) Menge*b"1iil;"si.lr a"uJ apabila q*Y3 memenuhi persyar atan

teknis k;;g'o i"trt"a"p tq*T SPJK desa kepada desa yang

bersangkutan dengar, ryJ"g"i.r*rI*r, 
surat pengembalian berkas

yang ditanda tangani E"f' KepalS- gadan Pemberdayaan

t t*ry"rr:Ji a*r, pei."rintatran Desa Kabupaten Katingan atau

yang mewakili atas "*" Kepala- nadan Pemberdayaan

t tasyarrtirfi; pemerintahan Desi Kabupaten Katingan;

3)DalamrnemeriAsatetengttpan*{'h1*t'tidaknyaSPJKDesa'
dapat 

'-;;,k"""'rt**i7u"-trtooi4t*"i dengan Bagian

PerbendaharaansekretariatDaerahKabupatenlla!1s1nl
4) Berhak *""""t"kan jadwal' b?:":- 11k" melalui keputusan

Kepala ;;; p;mUeraayaa, Masyarakat dan Pemerintahan

Desa rltii.;t"" rati'Gun .,1gt menvampaikan ryi^17
kemajuan fisik/keu"ng"ri desa di bawah tanggal penyampalan

laporan pertan-ggung jJ"o"" -- 9"** kepada Bagrart

perbendaharaan sekretari*1-b""r"r, Kabupaten Katingan dengan

tduan ;ilk *"*"afit* Kepala badan Pemberdayaal

Masyarakatdanp"*"'i"tahanb""*KabupatenKatingan
melakukan verifikasi laporan pertanggung j awab-an' tersebut;

5) Berhaf. *"*i"ta'lmemaksa penanggung-jawab kegiatan desa

(Kepala ;;-"} untuk *"t"po't."',_ p*rt"''ggu',g- jawabannya

melalui surat kepada ilfiti icatingan Cq' Kepala Badan

pemberd;ffi ln"Iv.r"t;i a; Pemerintahan Desa Kabupaten

Katingan-'-_aun ditemuuskan kepada Kepala Bagian

Perbendaharaans.t'et",i.t-DaeratrKabupatenKatingan,
InspektJf*t'p"t"n Katingan {"" C."*at setempat;

6) Apabila surat ptrtansgun;iayauan dan bukti-bukti lainnya yang

syah be1:m dilaksanakan-Jlen r"T* bersangkutan' Kepala Badan

pemberdayaan tut**y**t *i J# p;*erintahan Desa Kabupaten

Kating;'"b*r**" a**"t ;"1smft dapat mendatangi la*gsung

ke desa bersangkutan untuk dilakukan pembinaan;

7) Apabil* 
-t"J*p?t r.e:angsalan/kecur^il* dalam pelaksanaan

pengelolaank"uangan?"""yangdilakukanolehAparatur
Desa/TppK, Kepala F;; p"m6era ayaa,. Masyarakat dan

PemerintahanDesar.u.,p"t"n.Katinga.nmenyarnpaikanlaporan
kepadaBupatifcatilgan-d^rrkemudliandianggapperluBupati
Katingan memerintahk; rr"p"ttor"t Kabupatit r*ting"n untuk



2.

melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap yang
bersangkutal;

8) Khusus untuk pertanggungjawaban pembayaran honorarium
Aparatur Desa telah dilakukan pada saat pengajuan permintaan
honorarium Aparatur Desa (beban LS), namun bukti pembayaran
honorariurn tersebut juga dilampirkan dan merupakan salah
satu bukti dalam laporan pertanggung jawaban akhir
pengelolaan kegiatan desa;

9) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban desa kepada
Bupati Katingan melalui Bagian Perbendaharaan Sekretariat
Daerah Kabupaten Katingan, Pef Kecamatan paling lambat
tanggal 1O Januari 2OL3 untuk diverifikasi kembali dan untuk
aijiai116n salah satu item laporan keuangan daerah atas bantuan
keuangan daerah;

10) Semua desa yang menyampaikan SPJ ADD harus diveri{ikasi
terlebih dahulu oleh Badan Pemberd ayaarl Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan, selanjutnya SPJ yang
telah diverifikasi tersebut diserahkan ke Bagian Perbendaharaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

c. Tlrgas dan fungsi Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Katingan antara lain :

f1 Uelalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dapat meminta
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan untuk melakukan 'cross check' kembali
kepada desa yang bersangkutan apabila berkas yang
disampaikan masih belum lengkaP;

2) Membuat nota pertimbangan kepada Bupati Katingan untuk
mengusulkan desa yang tidak berhasil atas pengelolaan kegiatan
dan keuangan desa untuk merekomendasikan penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berikutnya mendapat
pengurangan / penundaan.

Kegiatan fisik

a. Laporan kegiatan fisik merupakan bagran proses pencairan
keuangan yang langsung ditujukan kepada Bagran Perbendaharaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan atas dasar rekomendasi
Bad.an Pemberdayaa.n Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Katingan baik berupa uang muka kerja maupun
pembayaran terakhir (beban LS);

b. Laporan pertanggung jawaban terakhir pemerintahan desa tetap
me-nyertai<an laporan kemqiuan pekerjaan {laporan kemqjuan
pekerjaan akhir), berita acara selesai pekerjaan, berita acara
p"*"tik***t dan disertai dengan Berita Acara Penyerahan
'Pekerjaan dari TPPK kepada Kepala Desa setempat yang diketahui
oleh Camat setempat, surat pernyataan tanggungiawab Ketua TPPK

d.esa atas pelaksanaan kegiatan, SP2D lisik desa dan foto-foto
kegiatan;

c. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Katingan_-melalui
Bagran Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
deigan alamat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa KabuPaten Katingan;

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Katingan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan
kegiaian Iisik isuai persyaratan yang telah ditenfukan dan

keirudian disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari 2aL4



tahun berkenaan kepada Bagian Perbendaharaan sekretariat

Daerah KabuPaten Katingan'

f,T. LAIN.LAIN

Apabila terjadi penyimpangan atam _penyalah 
gunaan bantuan Program

U."a Membangun, maka akan dilakukan :

1.Pembin...,-ol.hlnspektoratKabupatenKatingan;
2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan

yang berlaku dan atau melakukan tuntutan berdasarkan Hukum

Pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang'

X. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dana Banttran Program Desa

Membangu[ leOV! dan hal-ha] yang bersifat teknis, akan dijelaskan

melalui Petunjuk lebih lanjut'

BUPATI ITATINGAN,

ttV/\
lrrryryrfl/
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llsnorarlgm
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Operartosal
Daoa Fldk .Iunlah

1 g, g I b 6 8=S+s+ ?

I rrTnrGlrxFrr.r 5?2,{oo,(xF 2?qooolm(} *aN,W r*7.?o'6ffliooo

I Jaya Matmur 1,?&8 A s1:{o,0m
31,8OO,00O

r8,900,000 73,zt00,ooo 124,lOO,OOO

18,900,co0 73,400,oo0 124,100,000
2 Subur Indah 1,453 A

20,800,0oo 73,400,oo0 133.200,oo0
3 Kampung Keramat 1,252 A 39,OOO,OO0

I Sing;am Raya 749 B 47,400,ooo 20,800.o00 6i,ooo,000 129.200.Ooo

40,200,000 18,900,oo0 73,400,000 t32.50{),Oo0
5 Bangun Jaya 1,674 A

6 Kampung Tengah 1,413 A 39.OOO,OOO 20,800,oo0 73,400,@0 133,200,oo0

Kampung Baru 1,487 A 40,200,000 18,900,oo0 73,40a,aoo 132,500,oo0

8 Setia MuLa 662 B 40,200,oo0 r8,900,000 6r,000,000 120,roo,000

o Sebangau JaYa 666 B +7,1KX},OOO 20,800,oo0 61,OS,@O 129,10+,@s

10 Suagei !{aki 19r c 40.?oo,o{}o l8,gGO,OOO 45,50(},ooo 104,600,ooo

1i Selat Baning 366 (-: 40,200,000 18,900,000 45,500,000 i04,600,000

12 Mal(aur Utaoa 1,165 A 47,400,000 20,800,000 73,400,000 141,600,000

13 Bumi Sutrur 1,335 A 47,400,ow 20,800,000 73,400,000 141,600,000

L4 Bakung Raya 627 B 40,200,0@ 18,900,000 61,000,00o 120,100,000

II ITTDA.$II 279,OO0,(xx, I34lo{l"firo {s48OqO0 85l-rtOO,$X'

1 Teluk Sebulu 3&5 C 40,200,ooo la,q00,om 45,500,0$o 10450o,ooo

2 Mendawai 1,366 A 31,800,000 18,900,O00 73,400,ooo 124,100,000

a Kampung MelaYu 837 B 47,400,000 20,800,000 61,000,000 129.200,000

4 Telvang Kampung 603 40,200,000 18,900,000 6i,000,000 r20,100,000

5 Mekar Tani 1,O30 A 31.800,000 I8,900,000 73,400,000 124,100,000

6 Perigi 564 o 40,200,ooo 18,S00,000 61,00$,ooo 120,100,oo0

7 Tumbatrg Bulat 7t& B 47,400,o(a 20.800,000 61,OO0,000 r29,200,000

IIT rJLIIrtffil 361'6OO,(,(XI Ia:,,{Oq(xI, s89,fic,o(t r,o6+roodruo

t Cralicggang 1,444 A iu),2s,m0 la,9{m,o{x} 73,400,frx! 132,500,OOO

Tampelas 545 D 39,O00,000 20.800,oo0 61.000,000 120,800,000

3 Telaga t,467 A 39,000,000 20,800,000 73,400,oo0 13s,200,000

J Parupuk t22 C 40,2AA,OAO r8,900,000 4s,500,000 r04.600,000

5 Karuing 466 C 47 SAO,OOO 20,800,ooo 45,500,000 I 13,700,000

61.OOO,O00 120,800,oo0
6 Jahanjang 683 B 39,OOO,O00 20,800,o0o

't Tlrabang Runen 389 c 39,OO0,ooo 20,800.000 45,s@,ooo 105,300,ooo

I Baun Bango 8-+4 B 39,OOO,000 20,800,ooo 6r,000,m 120,800,ooo

9 Asem Kumbang 1,333 A 39,000,000 20,800,00s 73,,+OO,OOO 133,20{),00t)

r,
"TffiPAYAT';I

3:tsI,fOOr{Xm 1549r{r,{xtr {8X,EoOr(xx} gt8a,ooqflx,

Tatngke 60s B 40,2{X),{xx} t8,soo,000 6r,{x8,0fr} 12{}.100,fr)o

2 Hi3.ang Bana q) c 40,200,o00 18,900,o00 4s,500,000 104,600,000

3 Petak Bahandang t.623 A 39,OO0,OO0 20,800,oo0 73,400,000 133.200,O00

4 Handiwung 744 b 47,400,4oo 20,8AO,4O0 61,0O0,o00 129,200,o4o

5 Tumbang Panggo 769 B 39,000,000 20,800,000 61,000,000 120,800,000

6 Tewang TamPang 890 B 47,400,ooo 20,800,o00 61,OOO,000 129,2@,NO

20,800,000 73,4@,000 133,200,@0
7 Lu*-uk Kanan 1,39s A 39,OOO,OOO

I Luwuk Kiri 384 c 47,400,0@ 20,800,o00 45.500,000 113,700,000

v IXl:B6ta[ !rEr$
',6.'csp.,w

1l$'3*l*lrmll *rdso4oon ?:i.t 1o.l,ooo

1 rfffsn€ Kadasba a1q E 4?,40G,OS 20,eoo,aoc 6t.o&,o@ 129.200.ooo

r8,900,000 73,400,000 124,100,000
2 Tumbang Liting t,268 1

A

31,800,000

31,800,oo0 18,900,ooo 73,400,000 124,100,q)o
3 Talian Kereng r,867



4 Ba+r*t Kal*narr** 852 B 40,200,000 1&900,000 61,000,0s 120,100,ooo

5 Telaagkah 3,094 A 31,800,OOO 18,900,0{}0 73,400,OOO 12+,100,$OO

6 Hampalit 12,110 A 40,200,oo0 18,gOO,OOO 73,40O,OOO 132,S0,OO0

YI TErIIIG*TiIGTL'I}GGAffii aaoJFOTOOO 17\t ltxlpfil sEd$q(xro 1,10.[,loqooo

t Texang 8*ringin 1,465 A 3I,800,000 18,S0O,O00 73,40G,000 l?rt,100,ooo

2 Hapalam 936 B 40,200,000 r8,900,000 6r,000,000 r20,r00,000

3 Tewaog Rangas 506 B 39,000,000 20,800,000 61,000,000 120,800,000

4 Bangkuang 883 B 40,200,0s0 i8,900,000 6I,000.000 r20, r00,000

5 Tarusan Daaum 753 B 39,000,000 20,800,000 61,000,000 120,800,000

6 Tumbang Tarusan 760 B 3e,000,000 20,800,000 61,QQo,QQQ !?0,s00,400

7 Karya Unggang r,397 A 40,200.ooo 18,900,000 73,400,oo0 132,508,OO0

I Tewang Rangkartg 1,620 A 31,800,000 18,900,oo0 73,400,ooo l24,loo,ooo

I Tetrafig Manyangea 797 B 39,OOO,000 20,800,ooo 61,Ofi!,OOO 120,800,000

VII fi'IJlII IIU',I 631,6ffr,(Xra ,!L+loo,ool! fi$#oqo(Il r$?6,000,000

t Tewang PaP,ri 268 C 3r,8m,o00 1a,900,mo 45.500,000 96,200,000

2 Tewang Darayu 554 47,400,oo0 20,800,ooo 61,OO0,OO0 r29,200,Oo0

3 Burtut Bali r,903 A 31,800,000 18,900,ooo 73,400,000 124.ro0.000

4 Kuluk Baii +ut 39,000,0O0 20,aoa,aao 45.500,oo0 105,300,000

5 Manduing Taheta 396 c 3r.800,000 18,900,000 45,500,000 96,200,000

6 Manduing Iama 399 C 31,800,000 18,900,000 45,500,000 96,200,000

7 TumbaagBanjang 657 B 47.400,o00 20,800,000 61.000.000 12S,200,O00

I Tumbang La*'ang 352 C 40,2m,ooo 18,900,OOO 45,500,OOO 104.600,o00

I Dahian Tunggal 1,794 A 39,frp,000 20,800,000 73,.*OO,0m 133,200"ffX)

10 Tsratrg Karargau ffi6 B 31,800,0{}0 l8,90s,ooo 61,000,€rtlo 1 1r,700,ooo

11 TumbangTungtu 743 B 40,200,oo0 18,900,O@ 61,OOO,Oo0 120.100,o0o

t2 Creragu 313 C 40,200,oo0 18,900,000 45,500,000 104,600,000

13 Tumbang Taajuag 554 B 39,000,000 20,800,000 61,000,000 120,800,000

t4 Tura 354 c zlo,200,ooo 18,900,O00 45,500,0@ r04,600,ooo

VEI rrIrreJllrrrEllGilE SfSrOqOOo alrt,m,,w 9646{Xt {XX} I'str,ffi,ooo

! Mireh Kalanassn 4.68(} A 31-800,1100 18-g0fi,ooo 73,4{}0"otr! 124,100,o{E

2 Tumbaog |ehang 1,493 A 47,400,o00 20,800,o00 73,400,000 141,600,OO0

3 Tewang Parfang 281 c 40,2Q0,@Q 18,?qQ,QQQ 4S,iqQ,QQq !Q{.6QQ,OAQ

4 Petak Puti 1.42 C 4fi,2AA,OO{ 18"900,c00 45,500,000 r0.{,600,000

5 Telok r,390 A 47,400,000 20,800,000 73,400,000 14r,600,000

6 Sanba Dar:ua 3,894 A 40,200,000 i8,900,000 73,400,000 132,500,ooo

7 Samba Bai<umpai 1,891 A 40.200.o00 16,900,@o 73,400,ooo 132,500,OOO

a Saaba Ifutung 2,653 A 3 1,800,Oo0 18,900,ooo 73,400,w 124,100,ooo

I Napu Sahur 139 C 39,O00,000 20,800,ooo 4s,500,000 r05,300,ooo

10 B*tu Badinding 1,865 A 31,800,oo0 1&900,000 73,400,000 124,1oo,000

11 Rarrtau Asem 1,335 A 40,200,000 18,900,000 73,400,000 132,s00,o00

12 Tumbatrg Kalemei r,354 A 3t,800,0110 189OO.OOO 73,400,ooo 124,100,0oo

Tumbang Marat 782 B 31,EOo.000 18,900,000 61.ooo,000 11r,700,000

14 Tumbang H.sgsei 595 B 31,800,000 18,90Q,00! 61.000,000 111,7A0,00.0

IE Tirmbsng Faa'yei 4ffi c 40,200,ooo 18,900,oso 45,5OO,OOO 104,600,o00

IX samxrlxarnE x so+,ooqo(x, !64f/OO,(5O 76+,lOO,(XX' ilE84,?OO,(xX!

1 D€hec 4?5 C 31,8SO,offi 18,S00,om 45,50C,OOO 96,200,0t)0

2 Turabang Labehu 260 C 40,200,000 18,900,OOo 45,500,ot)o r04,600,ooo

J Tumbang lkmao 1,734 A 3r,800,o{x) r8,900,ooo 73,400,o00 124,100,oo0

4 Tirebang Maaggu 3,4I I A 40,200,oo4 18,900,000 73,4AA,AAO r32,500,o00

5 Kamantu 307 c 40,200,000 18.900,000 45.so0,000 104,600,000

6 Kuluk Habuhus 556 B 40,200,o00 18,900,000 61,OO0,000 120,100,000

7 Tumbang (anei 294 C 3r,800,ooo 18,900,ooo 45.sso,ooo 96,200,o00

6 Ttrmbang Taranei 2@ c 40,200,000 r8,900,000 45,500,o00 104,600,oo0

I l!.slbs!:B Psrckg ?56 C 4S,?S8.9QQ ts,99g,QgQ 4!"tqq,QQq 104,Q0O*otlo

10 T\rmbang Atti 1,147 31.800,o8o r8.900,o00 73,400,Om 12i1,1{}0,000

11 Tumbang Kawei 288 c 31,800,Ooo 18"900,000 45,500,o00 96,200,OOo

LL T-umbang Manggara 225 c 31,800,ooo r8,900,ooo 4s,500,oo0 96,200,000

13 Daya Marunggal 267 c 31,800,000 18,900,000 45,500,000 96,200,Ooo



i4 Rantau Bangkiang 1,038 A 40,200,000 18,900,ooo 73,400,000 l32,5OO,OO0

x 11p165 {!l[&l 2:rtJ{In0gr r*,Fm,gm tr4$oqmc ?s'?so,ooo

Tsratrang Barffii 677 B 3t,8f,t0,ooo 18,900,O{J0 6l,ooo,ooo 1 11 ,?00,OOo

2 Batu Tukan 406 c 31,800,oo0 r8,900,000 45,500,o00 96,200,OO0

3 Tumbang Tangoi 475 c 31,800,000 18,900,OOO 45,500,000 96,200,000

.t Tumbaug JaIa 967 3 I,800,O00 i8,900,000 6I,000,000 i I r,700,000

5 Batu Badak 18s C 40,200,000 18,900,000 45,500,oo0 104,600,000

6 Nusa Kutau 46A 31,800,000 18,900,000 45,500,000 96,200,000

7 Tumbang Habaagoi 769 B 40,200,tx,o 18,900,000 61,000,000 120,100,000

E XTSIXIT 5Err6{XrtO0D g{ojloo,{xrc tr*,{oqgm 1,9.l6*o(}roffl

T\rmbar:g M,anriurei DAQ t- 40.200,o0,0 18.900.Oso 45-500.o00 lo4,600,ff)o

2 Tumbang Paku 633 B 40,200,oo0 18.900,oo0 61,O00,ooo 120,100,ooo

3 Buntut l;leng 4133 c 31,80{},ooo 18,900,000 45,500,o00 96,200,OO0

4 Kuluk i,clcng T5B 31,800,Oo0 rc,9o0,QAA 45,500,000 96,20A,COo

5 Rangan Surei 457 C 40,200,ooo r8,900,oo0 45,500,ooo 104,600,000

6 Trrmbang Hiran 1,190 A 40,200,o00 18,900,OOO 73,400,000 132,500,000

7 Tumbang Pahanei 625 B 3i,800,000 i8,900,o00 6i,000,000 I I i,700,oo0

8 Tuabaag Dakei 509 B 40,2ao,ooa r8,900,000 61,000,000 r20,r00,000

I Ransan Burih 232 C 40,200,o00 18.900,ooo 45,soo,000 104,600,oo0

10 TumbaagBemban 503 B 31,800,O00 18,900,000 6i,000,000 1 I 1,700,000

11 Tumbang Iflabi 144 C 40,280,000 18.900.000 45.500,000 104,600"000

t2 Rangan Ta:rgko a?1 31.a0o.Oflo 18,900,OOO 61,000,oo0 t 1 i ,?QO,OOG

t3 'I\rmbang Taei r37 c 40,200,000 18,900,fix) 45,500,fiX) r04,600,oo0

Tlrabang Mal*lraa 216 c 40,200,o00 18,900,000 ,i5,500,000 104,600,000

i5 Sebaung 198 a +0,200,000 18,900,0o0 +5,50S,000 104,600,000

L6 Tumbang'I\ndu 109 C 40,200,000 18,900,000 45.500,000 104,600,000

t7 TtrmbangTabulue 397 c 40,200,000 18,900,000 45.500.000 104,600,000

L8 Batu Panahan 139 c 40,200,ooo r8,900,ooo 45,s00,ooo 104,600,o@

III XtrrlIe,tltSI'I.E 83D,{OO,m 4!lrsdrrflr! L@ooqso !,2t&9e;ooo

I Rangan nanjing i40 C 47,400,000 20s00.m 45,5ffi,0s r13.700.000

2 Tumbang fabaning 389 c 40,200,o00 18,900,000 45,500,000 t04,600,000

Batu Baagp 141 c 47,400,000 20.800,000 45,500,000 I13,700,000

4 Penda Targgaring Lalaa lof C 40,200,444 r8,900,000 +5,500,000 i04,600,000

5 Penda Tanggaring Baru 327 c 31,800,000 18,900,O00 45,500,000 96,200,000

6 TugabargHaagei II 468 C 39.000,ooo 20,800,ooo 45,500,ooo 105,300,o00

7 TumbangJigF 499 C 3i,800,0fi) 18,9O0,0O{' 45,500,{xx} 96,200,Ooo

8 Turrrbang Kahyan 186 c 40,200,000 18,900,000 45,500,000 r04,600,000

9 Tumbang Mangketai 218 c 31,8m,000 18,900,000 45,500,ooo 96,200,000

10 T\rmbang Manaagci 2A3 C 31.800,ooo r8,900,000 45.50{},ooo 96,2OO;0OO

11 Tumbang Sabetuag 140 C 40.200,000 18,900,000 45,500,000 104,600,000

12 TumbangMahoP 992 B 31FoO.OOo r.89O0,0OO 6r,oo0,olll) 111,700,000

1t Sei Nanjan 205 c 31,800,ooo 18,900,OOO 45,500,ooo 96,200,000

14 Raatau Bahai 628 B 4Q,200,0Q0 18,e00,qqq 61,000,00Q t20,100.000

t5 Rentau Puka 1aA C 4A,zAQ,OfrO 18,900,000 45,500,0o0 t04,600,000

16 Telok Tampang 42 C 40,200,o00 18,900,000 45,500,o00 104,600,000

tt Tumbang $alaman 170 c 40,200,000 18,900,000 45.500,00o 104,600,o00

18 TumbangKuai i84 C 31,800,mo 18,900,ooo 4s-500"ooo 96,200,000

19 Kuluk Sepangi 192 C 40,200,ooo 18,900,Ooo 45.500.000 t04.6m.ooo

20 Dehee Aseo t77 C 31,800,ooo 18.900,ooo 45.500,o00 96,200,OO0

21 Rangan Kawit 323 c 40,200,000 18,900,000 45,500,000 r04,600,000

22 Ifiham Batang 255 c 40,200,000 18,900,000 45.500,000 104"600,000

xl.Ir gIl ]r*ATI {oo,eoo,ooo ,3ir,sopm s.l?poq,offi LrSS'1OoIO(F

1 Tumbang Katei tt3 C 40,2m,000 r8,9@,O0{} 45,500,000 r04,6{10,ooo

2 Tumb?ng Dshuei 355 3r,800,000 r8,900,000 45,500,oo0 96,200,000

3 Rantau Pandan 374 c 31,800,000 18,900,o00 45,500,ooo 96,200,Oo0

+ T\.rmbang Gaei 534 B 3i,800,000 t8.900,000 6I,000,000 I r 1,700,000

5 Penda Nange t27 C 40,200,000 18,900,oo0 45,500,000 104,600,000

6 nangan Rondan 166 C 31,800,ooo 18,900,o00 45.500,ooo 96,200,oo0



7 Rangan Bahekang 92 C 40,200,ooo 18.900,OOO 45,500,OOO r04,600,ooo

8 Tumbang Kajamei 510 B 31,800,OOO r8,900,ooo 61,000,ffx) 111,700,ooo

I Tumtlang Karuei 626 B 40,200,ooo r&900,ooo 6l.OOO.OOO 120.100.o00

l(, Tanjung Batik t47 C 40,200,000 18,900,000 45,500,O00 104.600.000

11 Tumbalg Kaburai 354 c 40,200,000 18.900.000 45,500,o00 104,600,000

Keteraagan:
1. Kelurahan tidak menerima ADD
2. Klasifikasi desa perrerima ADD yaitu :

- Klasifikasi A = 38 desa
- Klasifikasi B = 44 desa
- Klasifikasi C = 72 desa

BU$TI KATINGAN,

1""r,"h.-
DTIWEL RAWING



LAMPIRAI{ TV : PERATURAN BUPATT I(A?INGAT{

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: L TAHUN 2ALg

: td rvlare{ 2OLs

: PENETAPAN BIAYA PER^IALANAN DINAS DALAM
DAERAII KEPALIT DESA, KETUA BPD, KETUA
pKK DESA, SEI(R.ErARIS DESA, ANGGOTA BPD
DAN PERAI{GKAT DESA LITINNYA DI KABUPATEN
KATIIVGAN TAI{UN AIIIGGARAIf 2013

NO SATUAIS BIAYA
TINGI{AT PER-'ALI\NAN DINAS

D I Gollll E/GoIII
1 2 2 4

I Uang Harian Rp. 3OO.OOO Rp.2OO.OOO

2 Uang Transportast Sesuai Kenyataan

J Uang Penginapan Rp. 2OO.0OO Rp. 1OO.0OO

4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
pulang pergi sekurang-
kurangnya 6 jam, rtamun tidak
sampai t hari

Rp. 15O.OOO Rp. 1OO.0OO

DTIWEL RAWING


